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III. I,AMPIRAN

A. Lampiran I
B. Lampiran II

: a. bahwa sesuai dengan amanat Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2000 tentang program
Pcrnbangunan Nasional (PROPENAS)
mcnctrplon bahwa setiap instansi pemerintah
mcnyuslm Rencana Stategis @enstra) yang
akan dijadikan scbagai lan&san dan pedoman
bagi masing-masing instansi pemerintah dalam
Den)msun program dan atau kegiatan kerjanya;
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t lfly, dalam rangka melalsanakan ketentuianseDagalmana dalam huruf a ai atas, Sa-J;Perencanaan pemban sunrr N".ion"i i;;pp-;;;te^lah menyusun Renjra Bappenas tahun 2001 _2@4;

c. bahwa agar dapat dijadikan scbagai land,san dan
rydo* dalam pelahanaan tugas dan bahanacuan waluasi kincria di ,"drh ;i -kil
Bappanas, Renstra S-appcnas aipandang pcri;untuk ditetapkan a.nli, r"p,it**'.ffii1
Bappenas.

: l. Undang-undang Nomor g Tahun 1974 tcntangPokok-pokok Kcpegawaian, scbagaimana iJaf;diubah dengan uriaing_unaan g No-;o;'Ai;"il;
t999i

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tqntang
Pemerintahan Dacrah;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tcntanc
Perimbangan Kcuangan Art". i;_;;;tili;;:
dan Daerah;

o 
Y:$p:r-l9g Nomor l! rarrun leee tcntang
renyelenggaraan Ncgara yang Bersih dan Bebai
rran Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentancprogram pembangunan Nasional (pROpENASj
Tahun 2000-20O4;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

leO lalgn 2000 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, 

-<lan

Tata Kerja Lembaga pemerintahan Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Keputusan presiden
Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2001;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi, dan
Tugas Lembaga Pemerintahan Non bepartemen
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2001;

: Keputusan Kepala Badan pcrencanaan
Pembangunan Nasional Nomor: KEp.
009/Ka/01/2001 tentang Organisasi dan Tata
Kerja . Badan perencanaan pernbangunan
Nasional-
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Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KE-.PUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG
II[c-1]1 srRArEGrs BAbANPERENCANAAN PEMBANGUNAN NniT.<Jiei
TAHUN 2001-2004.
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PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

: Menetapkan Rencana Strategis Badan perencanaan
Pembangunan Nasional Tahun 2001_20O4 sebagai

ly{asan da1 pcdoman bagi seluruh unit kcrjaii
Iingkungan Bappcnas dalam melaksanakan tugas-
tugas scsuai dengan tugas dan fungsinya yang tilah
ditetapkan.

: !9n9an1 Strategis Badan percncanaan pembangunan
Nasional Tahun 2001-20M dijadikan bahan 

-acuan

evaluasi kinerja Badan perencanaan pembangunan
Nasional .

: Rencana Strategis ini akan dievaluasi setiap tahun
dan akan diadakan pcnyesuaian bila dipandang perlu.

: Rencana Strategis Badan pcrencanaan pembangunan
Nasional Tahun 2001-20O4 scbagaimana tercintum
dalam Lampiran Keputusan ini merupakan suatu
kesatuan dan bagian yang tidak tcrpi;ahkan dari
Keputusan ini.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan
perubahan sebagaimana mestinya.

IiELIMA

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : l Mei 2001

Kepala Badan
Pem Nasional,

D Hadlsumarto
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I. PENDAHI,'LUAN

A. PERUBAIIAN LINGKT]NGAN STRAIEGIS

Secara umum tcrdapat tiga perubahan lingkungan stratcgis yang
harus dihadapi saat ini dan masa-masa mendatang yaitu dcmokratisasi,
desentralisasi, dan globalisasi. perubahan lingkungan shategis ini
merunfut adanya perubahan merdasar dslam sistem pq€ncanaan
pembangunan yang dianut selama ini guna memperccpat terwujudnya
masyarakat yang adil, malcrnur, dan sejahtera dalam Negara Kesahran
Rcpublik Indonesia. perubahan lingkungan strategis tersebut dapat
diuraikan sebagai berikut.

l. Demokretisasi

Kelanjutan pembangunan di scgala bidang tidak dapat
dipertahankan tanpa adanya partisipasi yang luas dari masyarakat.
Dalam suatu kehidupan yang dernokratis, partisipasi merupakan
prasyarat politik masyarakat dalam pembangunan pangalaman
menunjukan bahwa pembangrman ekonomi tanpa memperhatikan
pembangunan di bidang lainnya seperti pembangunan di bidang
politik tidak akan menghasilkan pembangunan nasional yang
berkesinambungan. Sehubungan dorgan itu, per€ncanaan
pembangunan dituntut untuk disusun secara terbuka dan mclibatkan
semakin banyak unsur masyarakat. Dengan demikian rcncana
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pembangunan yang dihasilkan merupakan komitmen yang kuat dari

seluruh masyarakat mcngenai tatanan masyarakat yang hendak

dibangun dan bagaimana cara mencapainya.

2. Desentrallsasl

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari berbagai daerah

dengan karakteristik yang berbeda satu sama lain. pcrbcdaan ini
menuntut adanya ruang gerak yang memadai bagi daerah untuk

mengatur dan mengurus rumah tangganya masing-masing. Dengan

demikian apa yang dibangun di daerah benar-benar sesuai dengan apa

yang diinginkan masyarakatnya. Meskipun dernikian tidak dapat

dihindarkan kemungkinan timbulnya disparitas lebih besar karena

adanya perbedaan sumber daya panbangunan yang dimiliki masing-

masing daerah. Untuk itu rencana pcmbangunan nasional dituntut agar

mampu mcndorong daerah-daerah yang tertinggal dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Globalisesl

Pcrkernbangan teknologi telah maningkatkan arus informasi,

barang, jasa, manusia, dan sumberdaya pcrnbangunan dari satu negara

ke ncgara lain. Keceadcnrngan ini mcngakibatkan iklim pcrsaingan

yang semakin ketat bagi sctiap negara baik di tingkat rrgional maupun

internasional untuk mcmanfaatkan sumberdaya pembangunan yang

tersedia secarr lebih efektif &n efisien. Selain itu globalisasi

membawa nilai-nilai sosial budaya baru yang mempengaruhi sistern

nilai yang telah berkembang di masyarakat. Dalam kaitan tersebut

diperlukan rcncana pembangunan yang baik agar Indonesia mampu

meagambil manfaat yang timbul dari globalisasi ini, serta mampu

mengurangi pengaruh yang tidak menguntungkan bagi kepentingan

nasional.

B. TANTANGA}IYANGDITIADAPI

Ketiga perubahan lingkungan strategis tosebut di atas

menimbulkan beberapa tantangan baru di dalam pembangunan

nasional, yaitu pentingnya mewujudkan penyelenggaraan negara yang

baik, koordinasi pembangunan nasional yang efektif serta
peningkatan ketahanan di berbagai bidang pembangunan nasional.
Adapun uraian dari t8ntangan-tantangan tersebut adalah sebagai
berikut:

I Penyelenggeraen Negerr yang Balk

Pernbangunan dcmolcasi melunfut transparansi, partisipasi,
akuntabilitas, dan penegakan hukum dalam pcnyelenggaraan negara.
Keempat prinsip ini saling terkait dan mernpengaruhi. Tingginya
scmangat dcmolaasi di kalangan masyarakat maruntut
penyelanggaraan negara untuk lebih transparan sehingge masyarakat
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dapat mengetahui pelaksanaan pembangunan. Transparansi ini pada

akhimya akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam

berbagai kegiatan pembangunan. Sclain itu, penyelenggaraan ncgara

juga dituntut untuk mencrapkan prinsip akuntabilitas dalam

mempetanggungiawabkan pelaksanaan tugasnya. Agar

penyelenggaraan ncgara dapat berjalan dengan bai( dipcrlukan

peaegakan hukum sccara konsisten.

Schubtmgan dcngan hal tcrscbut, maka Badan perencanaan

Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai salah sah.r institusi

penyelenggara negara yang mempunyai tugas untuk menyusun

rencana pembangunan nasional, dituntut untuk dapat

menyelenggaralon suatu proses perencanaan pernbangunan yang

transparan, partisipatif, dan terakunkan.

2. Koordlnasi Pembangunan Naslonal Yang Efektlf

Desentralisasi menghargai keberagaman dalam pelaksanaan

pembangunan daerah. Sebagai akibatrya, maka mrmcul bcrbagai

konsep pembangunan yang menambah keberagaman dalam kebijakan

pembangunan nasional. Descntralisasi di satu pihak akan

mendckatl@n proscs pcngambilan keputusan pada masyarakat, namun

di lain pihak akan menyulitkan upaya untuk mensinergikan berbagai

kebijakan pernbangunan dacrah kc dalam suatu kebijakan

pembangunan nasional yang t"rpudu. K"t"rp"duan ini diperlukan

untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan dalam mencapai tujuan

bangsa dan negara Indonesia. Sinergisme dipcrlukan agar seluruh

kcbijakan pembangunan tersebut saling mendukung dan mcmpcrkuat

sehingga pcmbangunan terlaksana secara efektif dan efisien.

Dalam menghasilkan kebijakan panbangunan nasional yang

terpadu dan sinergis dipcrlukan koordinasi pcrcncanarn dan

pelaksanaan pembangunan di sctiap dan antartinglotan pemerintahan.

Koordinasi di tingkat propinsi dipcrlukan untuk mcnjamin bahwa
rencana dan pelaksanaan pembangunan di seluruh kabupatedkota di
wilayah propinsi tersebut terpadu dan saling mendukung untuk
mencapai tujuan bersama. Koordinasi di tingkat propinsi dipetlukan
untuk memadukan pelaksanaan pembangunan yang melewati wilayah
batas pemcrintahan kabupaten/kota, sehingga iidak tajadi konflik
yang dapat menurunkan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya, koordinasi di tingkat nasional diperlukan untuk
memadukan dan mensinergikan rcncana dan pelaksanaan
pembangunan antar wilayah propinsi, agar pembangunan nasional
negara kesatuan Republik Indonesia dapat tcrcapai secara efisien dan
efektifyang pada gilirannya akan memperkuat pcrsatuan dan kcsatuan
bangsa.
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Dengan latar belakang tersebut, maka desentalisasi menuntut
agar Bappenas mempunyai kualitas kcmampuan yaog lcbih baik
dalam mengkoordinasikan proses pen)rusunan rencana pembangrman



daerah sebagai bagian dari seluruh rencana pembangunan nasional,

sehingga akan mandukung pelaksanaan pcrnbangunan yang terpadu

dan sinetgis dalam mencapai tujuan pembangunan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

3. Ketahanan dl Berbagai Bldang pembangunen

Globalisasi membuka peluang untuk memanfaatkan pasar yang

semakin tcrbuka. Dalam pasar yang makin terbuka tcrscbut,
persaingan yang timbul semakin ketat. Untuk itu dibutuhkan

peningkatan daya saing baik melalui peningkatan produktivitas dalam

bentuk pcningkatan kualitas sumberdaya manusia dan teknologi

maupun pcningkatan efi sicnsi melalui deregulasi dan dcbirolcatisasi.

Di lain pihak globalisasi juga mcrnbawa pengaruh yang dapat

mcrugikan dalam pembangunan nasional. Scbagai contoh pcrgcrakan

arus modal jangka pendek yang danikian besar dan cepat dapat

margakibatkan gejolak pada nilai tukar mata uang di dalam negcri,

stabilitas monetcr, dan ketahanan fiskal. Sclain itu globalisasi juga

dapat membawa nilai-nilai sosial budaya yang tidak scsuai dergan

nilainilai yang hidup di masyarakat.

Untuk itu diperlulon suatu rrrcana pcmbangunan nasional yang

dapat meningkatkan daya saing dan ketahanan nasional di berbagai

bidang pembangunan.

II. RENCANA STRATEGIS

Dengan petubahan lingkungan stategis dan tantangan
tersebut di atas, re-ncana pembangunan nasional perlu disesuaikan dari
rencana yang sifatnya komprehensifdalam arti terlalu rinci dan tcrlalu
banyak mengafur, kc dalam rencana yang strategis, dalam arti yang
penting, mcndesah s€rta menyentuh kehidupan masyarakat luas.
Dengan dcmikian, fungsi rencana pcmbangunan sebagai alolosi
sumberdaya pcrnbangunan juga akan semakin mcningkat karena
dibangun oleh partisipasi penuh masyarakat &n mernberi ruang gcrak
yang memadai bagi daerah untuk membangun.

Untuk dapat mewujudkan rencana pembangunan seperti
tersebut di atas, Bappenas menetapkan Rencana Strategis 2001-2004
sebagai berikut.

A. VISI DAN MISI

I Vlsl Brppenes

Terwujudnya kcadilan, kesejahteraan rakyat, sefta pcrsatuan
dan kesatuan bangsa mclalui perercanaan pcmbangunan
nasional yang demokratis, profcsional, dan bcrintcgritas.
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2. Pentelasan Mekne Vlsl

Visi di atas merupakan suatu gambaran masa depan yang

diinginkan oleh Bappanas. Sebagai suatu lembaga

perencanaan pembangunan nasional, Bappenas bcrkewajiban

untuk menyusun rencana pembangunan nasional grma

mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan

masyarakat scrta memperkokoh p€rsatuan dan kcsatuan

bangsa. Dalam kaitan ini, penyusunan rencana panrbangunan

dilakukan secara demokatis dcngan menggrmakan prinsip

keterbukaan dan mengikutsertakan masyarakat, serta

didukung sumber daya manusia profesional dan berintegritas

tinggi.

3. Mlsl Bappenas

a. Menyustm rercana pembangrman nasional jangka

panjang, jangka mcnengah, dan jangka pcndek secara

demokratis dan adil.

b. Meningkatkan keserasian rencana pernbangrman nasional

lintas wilayah, lintas sektor, dan antrr lernbaga mclalui

kajasama dan partisiposi masyaralot.

c. Maningkatkan kapasitas institusi pc.riatcanaar

pcrnbangunan baik di pusat mauprm di dacrah dalam

rangka mewujudkan institusi pcrencanaan yang lrcdibel.

B. TUJUAN DAI\ SASARAN

Sebagai pcnjabaran atau implcmantasi dari pcmyataan misi

Bappcnas, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun

waktu 2001-2004 adalah scbagai bcrikut.

l. TuJoan

a. Meningkatkan kualitas rcncana pembangunan nasional

jangka panjang, mencngall dan pendclc

b. Meningkatkanketerpaduan perencanaanpcrnbangunan

nasional antar sektor, regional dan lembaga.

c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam

perencanaan pcmbangunan nasional.

2. Saseran

a. Maningkatnya kualitas sumber daya msnusia bidang
perencanaan baik di pusat dan daerah.

b. Mcningkatnya keserasian di antara rcncana-rercana

pcrnbangunan baik lintas scktoral maupun regional.
c. Meningkatnya efisiensi dan efelcivitas alokasi

sumberdaya pembangunan.

d. Tcrwujudnya transparansi dan akuntabilibs dalam
perencanaan pcmbangunan nasional.

8
9



C. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN'SASARAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas, Bappenas menyusun

skategi kebijakan, program, dan kegiatan, sebagai berikut.

l. KebiJakan Bappenrs

Kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mencapai.tujuan dan

sasaran tersebut di atas meliputi:

a. Meningkatkan kualitas rencana pcmbangunan.

b. Meningkatkan efektivitas mckanisme perencanaan

panbangunan nasional.

c. Meningkatan profesionalisme perensana pembangunan di

pusat dan daerah.

2. Program Bappenas

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000

tentang Program Pembangunan Nasional, khususnye yang

bctkaitan dangan 5 program, yaitu: a. Program .Petringkatan

Kapasitas Sumber Daya Manusia; b. hogram peningt@tan

Kelcrnbagaan dan Ketatalaksanaan; c. Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik; d. Program Pengawasan Aparatur

Negara; e. Program Penelitian, Pcningkatan Kapasitas, &n
Pengembangan Sumbcr Daya Ilmu Pcngetahuan dan

Telcrologi, maka program utama Bappenas difokuskan pada:

a. Pcngkajian Kebijakan Pcmbangunan Nasionsl.

b. Koordinasi Perencanaan Pembangrman.

c. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Pinjaman dan Hibah

Luar Ncgcri.

d. Paningkatan Efektivitas Pemantauan dan Enaluasi

Pelaksanaan Pcrnbangunan.

e. Pangembangan Profesionalisme Percncana Pembangunan.

f. Penataan Kclcmbagaan dan Ketatalaksanaan Bappcnas.

3. Kegletan

Kegiatan utama yang dilakukan dalam tahun ZOOI-2004

sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari program-program yang

telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan PROPENAS (penjabaran GBHN dalam

rencana pembang[nan nasional), REpETA" dan p.,,qpgN.

b. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan pROpENAS dan

REPETA.

c. Pengkajian dan penyusunan Rekomen,taci Kebijakan
Nasional.

d. Pcnyusunan Sistem perercanaan Nasional dan pedoman

Pelaksanaannya.

e. Penyusunan Kebijakan pcngclolaan pinjaman dan Hibah
Luar Negeri.

f. Pcnyclenggaraan Koordinasi pe,rrncanaan pusat dsn
Dacrah.
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g. Penyelenggsraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang

Perencanaan Pembangunan Bagi Pcrencana di Tingkat

Pusat dan Daerah.

h. Pelaksanaan dan Pengcrnbangan Jabatan Fungsional

Perencana.

i. Pclaksanaan Pcngawasan dan Evaluasi Kinerja Unit Kerja

di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

l2
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RENCANA STRATEGIS BAPPENAS TAHUN 2OO1.2OO4

LAlvlflrlrr\ r

Tersusunnye PROPENAS,
REPETA. d8n RAPBN

b. T€aluEunnya laporan
pomenlauan dan ov8luasl
p.llklanlan PROPENAS

dan REPETA

c. Torlurunnya Rskomcndali
Kobliakan NeElonal

d. Tr6ulunnya Slstlm
Parencanaan NaElonal dan
Pedoman PelakSSnaan

c. DltctapkEnny. krbiJakln
Pang€lolaen Plnlamrn dan
Hlbah Luar N.g6ri

f. Tercapelny8 k!t6r83lsn
llncln&Enctna
p.mberEunan antrr wilayah
meuPun r'kbrel

Monlngkatnya iumlah Pegaw8i
NGgcrl Slpil yang mcmilikl
kompobnll lobag8i
Pdlncrna di Purst msupun
di Daorsh

h. Dit tBplcnnye P€doman

Pelaklanran Jsbatrn
Fung3lon8l PeGncan8 d8n
ditlrapkannya Jebat n

Fungslonal secars Nssional

Moningkahya kinsda sctisp
unit k.rja di Bappsnas

8. Plnyusunln PROPE},IAS,
REPETA, dan RAPBN

Pemlntlurn den Evaluasi
Pel.ktanmn PROPENAS
dln REPETA

c. Pcngkljisn dan Pcnyusunu
Rskomrndrll Kebllaken
Na!ional

d. Psnyulunln Slllrm
Persncanean Nasional den
Pedomsn PclskEanaannya

c, PrnyulunrnKablieksn
Pangalolaan Plnj8msn den
Hlbah L!!r Nlgrri

Pcnyclrnggrrlsn Koodin!!i
Prrlncanun Pusat den
Darnh

Ponyrlrnggrrssn Pendkllksn
dan Pahuh.n Bldeng
PrEncanlrn P3mblngunan
bagi PeDnc.n. di liingkat
Pussdsn Dearah

h. Pelskrana8n dan
Prngombangan Jebetan
Fung!lonal PrI€nc€ns

l. Pslsklan8rnPengawaEan
dln Ev8luaEi Kin€rj8 Unit

K6ria di Bspp.nas

a. Pongksjisn Kcbijakan
Pomb8ngunan Nsslonal

b. KoordineJ PcGnclna8n
P6mbangunan

c. Prnlngkrtln 6bktllit g

prngrlolasn plnjlmrn dln
hiblh luar ncgcri

d. P6ningkatan afaktifitsE
pemantausn dan 6vlluarl
polakanaan pembengunan
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MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,^/

KEPALABAPPENAS

KEPUTUSAN

MENTERJ NEGARA PERENCANAAN PEMBANGI.JNAN NASIONAL,/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: KEP. 2er /M.PYtt/O8/2OO2

ITNTANG

PETUNJUK PENYI.'SUNAN PROPOSAL PEMLTIAN DAN PENGKAJTAN

DI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

MENTERI NEGARA PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPAI-A, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang :

b

bahwa untuk mendukung pelalaanaan tugas pokok dan fungsi
Ifuntor Menteri Negara PPN/Bappenas sebagai lembaga

pemikir s€rta untuk meningkatkan Wran dan muhr

Wrencanaan dalam pembangunan nasional, Kantor Menteri
Negara PPN/Bappenas telah melakukan berbagai kegiatan

penelitian dan pengkajian di bidang per€ncanzurn

pembangunan;

bahwa kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka penylapan

rekomendasi kebijakan pembangunan baik rencana

pembangunan jang$a panjang, jangta menengah dan jangka

pendek serta unfuk memberikan masukan langsung kepada

Presiden tentang berbagai masalah pembangunan yang

berkembang;

bahwa agar pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian

, .dapat terlaksana secara berdayagrna dan berhasilguna, maka

foedu disusun suahr petunjuk penlnrsunan penelitian dan
'.pengkajian di bidang percncanaan pembangunan;

4?eoL

rB- 7-ol '-
Mengingat...

It
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Mengingat

Menetapkan

1. Keputusan Presiden Nomor 1O1 tahun ZOOI tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Sususnan Organisasi,
dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Prcsiden Nomor 2 Tahun 2OO2;

2. IGputusan Presiden Nomor 1O3 Tahun 2OO1 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja bmbaga Pemerintah Non-Departemen
x.bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir clengan

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2OO2;

3. Instruksi ftesiden Nomor 7 Tahtrn 1999 tentang Akuntabilitas
Kineda Instansi Pemerintah;

4. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor : reP.D4/Y..a/05/20O1 tentang Rencana Strategis

Badan Perenc^naan Pembangsnan Nasional Tahw ZOOI-
2004;

5. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor : KEP. 006/M.PPN/09/2OOI tentang pedoman

Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kegiatan Strategis Unit
Kerja Eselon II Bappenas;

6. Keputusan Menteri Negara Petencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor : KEP. 050/M.PPN/A3/2OO2 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Pettncanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/IGPALA BADAN PIRENCANAAN PEMBANGT'NAN

NASIONAL TENIANG PETUNJI.JK PEI\TYI.JSUNAN PROPOSAL

PEMLITIAN DAN PENGKAJTAN DI BIDANG PERENCANAAN

PEMBANGUNAN.

PERTAMA ,..
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Petunjuk Penyusunan Proposal Penelitian dan pengkajian di Bidang
Perencanaan Pembangunan sebagaimana terrantum dalam
lampiran Keputusan ini merupakan safu kesatuan dzntrlgian yang
tak terpisahkan dari Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hai terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,
ah,an diadakan perubahan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan dr Jakarta
Padatanggal 29 Agustus 2OOz

MENTERI NEGARA PERINCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
Kf,PALA BADAN PEREN PEMBANGUNAN NASIONAL,

GII

PEKTAMA

KEDUA
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN

PEMBANGI.]NAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP.2e1 /M-WN/08/2002
TANGGAL I 29 Agostvs 2OOz

PETUNJUK PENYUSUNAN
PENELITIAN DAN PENGKAJIAN

DI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN



KATA PENGANTAR

Dalam rangka menunjant tugas pokok dan fungsi Kantor Menteri Negara

Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas sebagai lembaga
perencana dan pemikir serta untuk menintkatkan peran dan mutu perencanaan

dalam pembangunan nasional, Kantor Menteri Negara PPN,/Bappenas telah
melakukan br.fuagai kegiatan penelitian dan pengkajian di bidang perencanaan

pembntunan nasional. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang ada khususnya dalam hal
pen)napan rekomendasi kebijakan pembangunan baik kebijakan pembangunan
jangka panjang, menengah dan pendek serta pemberian masukan langsung

kepada Presiden tentang berbagai masalah pembangunan yang berkembang.

Petunjuk penyusunan proposal penelitian dan peng$ajian di bidang

Wrencanaan pembangunan ini diterbitkan dengan maksud agar dapat dijadikan
pedoman oleh para pengusul khususnya di lingkungan unit kerja eselon I dan II
(UKE I dan II) IGntorMenti:ri Negara PPN/ Bappenas.

Jakarta, 29 Agtsfits 2OO2



DATTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

JADWAT KEGIATAN

BAB I PENDAHIJLUAN

Iatar Belakang

TUjuan

Sasann

Keluaran/Output

BAB II BIDANG DAN RUANG LINGKUP

Bidang-Bidang Penelitian dan Pengkajian

Ruang Lingkup Penelitian dan Pengkajian

BAB III PROPOSAL

Format Proposal

Mekanisme Pengajuan Proposal

BAB IV PEMBAHASAN PR.OPOSAL

BAB V PEMBIAYAAN

BAB VI PEi.IUTLJP

LAMPIRAN



JADWAL KEGIATAN

PENGUSUI.A,N PENELTTIAN DAN PENGKAJIAN

DI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

No. Tanggal Kegiatan

1 September Awal Penyampaian memorandum

Ses MENPPI.{,/Sestama Bappenas

tentang usulan kajian

3

2 September Akhir Batas akhir penyerahan proposal

Oktober Awal Seminar pembahasan proposal

4 Penyrsunan pembiayaan proyekNovember Awal



1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara perrncanaan pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas Nomon KEP. OSO/M.HflN/OS/ZOOZ tentang
Organisasi dan Tata Kerja lkntor Menteri Negara ppN/Kepala Bappenas, salah
satu tugas pokok dan fungsinya adalah membantu presiden dalain merumuskan
kebijakan dan koordinasi Wrencanaan pembangunan nasional.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut
serta untuk meningkatkan peran dan mutu perencan aan dalam pembangunan
nasional, Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas sebagai lembaga perencana dan
pemikir telah melakukan berbagai kegiatan penelitian dan pengkajian di bidang
perencanaan pembangunan nasional.

Dalam tahun angtaran 2OO3, kegtratan utama yang akan dilakukan Kantor
Menteri Negara PPN/B appnas antara lain kegiatan penlrusunan kebijakan
pembangunan jangka panjang (PJP) serta beberapa kegiatan pengkajian dan
penelitian. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka penyrapan rekomendasi
kebijakan pembangunan baik rcncana pembangunan nasional jangka panjang,
dan menengah, maupun jangka pendek serta untuk memberikan masukan
langsung kepada Presiden tentang berbagu masalah pembangunan yang
berkembang.

Untuk mendonong peningkatan koordinasi dan keterbukaan, serta
mempermudah mekanisme dalam pengajuaLn dan pelaksanaan penelitian di
semua unit kerja eselon II serta mempermudah evaluasi kinetjanya, maka
diperlukan suatu petunjuk penyusunan proposal penelitian yang dapat dijadikan
pedoman dan actan.

B. TUJUAN ..
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Petunjuk proposal penelitian dan pengkajian di bidang perencanan
pembangunan nasional ini dimalaudkan agar dapat dijadikan pedoman oleh
para unit eselon I dan II (UKE I dan UKE II) yang akan mengusulkan befuagai
kegiatan penelitian dan pengkajian sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
Selain itu, dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi kinerja
terhadap kegiatan penelitian dan pengkajian.

C. SASARAN

Hasil yang ingin dicapai dalamkegialan penelitian dan pengkajian adalah
tersedianya berbagai informasi rekomendasi kebijakan pembangunan nasional
yang dapat dimanfaztkan oleh para perencana, pelaksana pembangunan dan
pihak-pihak lainnya yanS terkait.

D. KELUARAN/OI.]TruT

Keluaran/ oulprfi yang dlharapkan berupa laporan akhir studi,/kajian
yang dapat dimanfaatkan oleh para perencan^ di lingkungan Kantor Menteri
Negara PPN/Bappenas dan perencana lainnya baik di pusat maupun daerah,

serta sebagai masukan langsung kepada Presiden tentanS berbagai masalah

pembangunan yang berkembang. I(husus para UKE II yang t elah melakukan
penelitian. dan pengkajian diwajibkan menyerahkan satu copy executive

summan/ kepada seluruh UKE I dan II sebagai bahan masukan perencanaan

lintas seltoral maupun regional, serta minimal 5 copy laporan final hasil
penelitian/pengkaj ian kepada Perpustakaan Bappenas.

BAB II ..

B. TUJUAN
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1

2

3

4

5

6

7

8

B

BAB II
BIDANG DAN RUANG LINGKUP

A, BIDANG PENEUTIAN DAN PENGKAJIAN

Bidang-bidang penelitian dan pengkajian yang dicakup meliputi seluruh
bidang tugas unit eselon I Kantor Menteri Negara ppN/ Bappenas berdasarkan
Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Nonron KEp.

05O/M.PPN/03 / 2OO2 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri
Negara PPN/ Bappenas :

Bidang Sumber Daya Manusia d an Kebudayaan

Bidang Politik. Pertahanan dan Keamanan

Biclang Otonomi Daerah dan Penge mbangan Regional
Bidang Ekonomi

Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Bidang Sarana dan Prasana

Bidang P endanaan Pembangunan

Bidang-Bidang Staf Ahli Menteri

RUANG UNGKUP PENEUTIAN DAN PENGKAJIAN

Ruang lingkup penelitian dan pengkajian dari s etiap unit kerja eselon I
tersebut diutamakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi unit kerjanya
masing-masing, sehingga dapat dijadtkan bahan untuk penyusunan rrncana
penrbangunan nasional jangta panjang, menengah dan jangka pendek sebagai
kebijakan pembangunan nasional serta bahan mhsukan langsung kepada
Prcsiden. Adapun ruang lingkup masing-masing bidang pada unit kerja eselon I
meliputi *,ktor/btdang/program pada unit kerja eselon II, antara lain :

Bidang Sumber Daya Manusia dan lkbudayaan meliputi bidang kesehatan

dan Stzi Masyarakat, Agama dan Pendidikan, Kependudukan,
Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Percmpuan, Kebudayaan dan lptek.

1

2. Bidang ..
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?

3

4

5

6

7

8

Bidang Politik. Pertahanan dan Keamanan meliputi bidang Hukum dan Hak
Asasi Manusia, Petahanan dan Keamanan, Politik, Komunikasi dan

Informasi, Aparatur Negara.

Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional meliputi bidang
Pengembangan Otonomi Daerah, Tata Ruang dan Pertanahan, Kerjasama

Pembangunan Sektoral dan Daerah, Pengembangan Wilayah dan

Transmigrasi, Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal.

Bidang Ekonomi meliputi bidang Perencanaan Makro, Keuangan Negara

dan Analisis Moneter, Neraca Pembayarun dan Kerjasama Ekonomi

Internasional, Ketenagakerjaa n dan Analisis Ekonomi, Industri,
Perdagangan dan Pariwisata, Pembetdayaan Usaha Kecil, Menengah dan

Koperasi.

Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup meliputi bidang Pangan

dan Pertanian, Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kelautan dan

Perikanan, Sumber Daya Mineral dan Pertanrban gan, Pengendalian Sumber

Daya Alamdan Lingkungan Hidup.

Bidang Sarana dan Prasana meliputi bidang Pengairan dan lrigasi,

Transportasi, Permukiman dan Perumahan, Energi, Telekomunikasi dan

Informatika, Pengembangan Kelembagaan Prasarana Publik.

Bidang Pendanaan Pembangunan meliputi bidang Analisis dan Formulasi

Pendanaan Pembangunan, Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Pendanaan

Luar Negeri Multilateral, Sistenr dan Prosedur Pendanaan Pembangunan,

Pemantauan dar. Evaluasi Pendanaan Pembangunan, Administrasi

P endanaan Pembangunan.

Bidang-Bidang Staf Ahli Menteri meliputi bidang Percepatan Pembangunan

Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Tertinggal, Maritim dan Tata

Ruang, Ekonomi Perusahaan, Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Sosial.

BAB III ..
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BAB III
PROPOSAT

A. FORMAT PROPOSAL

B. MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL

Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas

menyampaikan memorandum kepada para pejabat eselon I tentang

Wrlrrrintaan usulan kaj iarn.

Para pejabat eselon I meneruskan memorandum tersebut kepada para

pejabat eselon II.

Paru Pejabat Eselon II menyiapkan usulan proposal Kajian. Usulan

Proposal Kajian harus dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan

pejabat eselon I yang bersangkutan.

Pengajuan pr.oposal disesuaikan dengan format yang telah ditetapkan dan

disampaikan oleh pejabat eselon I kepada Sekretaris Menteri Negara

PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Proposal harus disampaikan sesuai

dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Proposal akan dibahas oleh Tim Anggaran Kantor Menteri Negara

PPN/Bappenas melalui suatu seminar pembahasan yang disajikan oleh

pengusul. Tim Anggaran Kantor Menteri Neg ara PPN/Bappenas ini
bertugas mengevaluasi substansi, an1gzran dan hal-hal lainnya yang

terkait dengan penelitian/pengkajian.

1

2

3

4

5

Proses

Proposal penelitian dan pengkajian kebijakan pembangunan nasional
yang diajukan oleh setiap unit kerja yang mengusulkan (pengusul) harus sesuai

dengan format yang telah ditetapkan pada l-ampiran I Petunjuk Penyusunau

Proposal Penelitian dan Pengkajian di Bidang Perencanaan Pembangunan,

Koordinator Penanggungjawab Pengkajian dan Penelitian (dalam hal ini unit
ke{a yang melakukan koordinasi seluruh kegiatan di lingkungan Kantor

Menteri Negara PPN/Bappenas) akan memberitahukan secara tertulis apabila

diperlukan beberapa dokumen tambahan yang harus dilengkapi oleh pengusul.
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Proses pengajuan proposal dapat dilihat pada diagram alur pengajtan
proposal penelitian / pengkajian bidang Wrencanaan pembangunan dan jadw al
kegiatan pengajuan pada lampfuan II dan III Petunjuk Penyusunan Proposal

Penelitian dan Pengkajian di Bidang Perencanaan Pembangunan.

BAB IV ..
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BAB IV
PEMBAHASAN PROPOSAL

Prcposal atau usulan penelitian dan peng$ajian yang diajukan akan

dibahas oleh Tim Anggaran Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas melalui
Seminar Pembahasan yang disajikan oleh pengusul. Proses evaluasi usulan
penelitian dilakukan dengan berped oman padabeberupa hal sebagai berikut:

Kajian harus sesuai dengan tupoksi unit kerja eselon II dan dinilai
prioritas.

Sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian atau pengkajian

Sr,berapa jauh output yang dihasilkan dapat berroanfaat bagi penyusunan

kebljakan baik kebijakan jangla panjang,jangka menengah (PROPENAS)

maupun jangka pendek (REPE[A).

Bagaimana keterkaitan kajian ini dengan sellor danbidanglainnya.
Rencana kegiatan kajian secara rinci termasuk pembiayaannya.

Cara pelalsanaan kegiatan penelitian atau pengkajian, apakah akan

dilaksanakan secara swakelola atau melakukan kerjasama dengan pihak
ke III (dikontrakan)

Pend,alaman materi lainnya sesuai dengan kebutuhan

Setelah seminar proposal, maka dimungkirnkan akan adanya perbaikan -
perbaikan atas usulan proposal tersebut. Selanjutnya, hasil pembahasan

seminar usulan pengkaj ian dan penelitian akan diteliti kembali oleh Tim
Anggaran Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas berdasarkan perbaikan yang

telah disampaikan.

2

J.

4

5

6

7

BAB V ..

-7 -
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Penelitian dan pengtajian pembangu nan kebilakan nasional tahun 2OO3

akan dlbiayai melalui Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
pada Proyek Studi Penyusunan Kebijaksan aan dan program pembangunan

Nasional dan Bagian Proyek Pengkajian dan penelitian perencanaan

Pembangunan pada Proyek Pembangunan Kelembagaan perencanaan Tahun
2003. Besarnya biaya setiap penelitian akan ditentukan berdasarkan hasil
pembahasan yang dilakukan oleh Tim Anggaran Kantor Menteri Negara
PPN/Bappenas.

Rincian pembiayaan yang diajukan oleh pengusul secara rinci yang
disusun berdasarkan format yang ringkas dengan rincian sebagai berikut:

Gaji dan Upah

Bahan

Perjalanan

Iain-lain

a

a

BAB VI ..

BAB V

PEMBIAYAAN



-9-

PENTITUP

Demikianlah Petunjuk Penyrsunan Proposal Penelitian dan Pengkajian di
Bidang Perenc aaaan Pentbangunan ini ditetapkan, untuk dijadikan pedoman

oleh paru UKE I dan UKE II yang akan mengusulkan berbagai kegiatan penelitian
dan pengkajian sezuai dengan tupoksinya masing-m asing, dan apablla
rnenrungkinkan dapat pula dijadikan pedoman bagi kegiatan -kegiatan lainnya.

MENTERJ NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/

VI

KEPALA BADAN PEREN AAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

KWIK IE
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LAMPIRAN I
PEruNJUK PENYI.JSTJNAN PROPOSAL PENELMAN DAN PENGKAJIAN

DI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PETUNJUK PENULISAN PROPOSAL

A. STANDARPENUUSAN

Proposal ditulis sesuai format yang telah disediakan, yaitu dengan menggunakan
kerLas ukuran A4, spasi 7,5, dan font 12 point.

B. SISTIMATIKA PENULISAN

Judul Penelitian

Harus terkait dengan lingkup tugas pokok dan fungsi unit kerja
eselon.

Pendahuluan

Pendahuluan yang mencakup latar Lr-lakang penelitian dan
pengkajian, perumusan masalah dan fujuan penelitian serta
sasaran yang akan dicapai.

Metodologi

Mencakup rerrcana, tempat, waktu, pengambilan sampel,

penentuan unit analisis, cara dan inskument pnglumpu/ran data,
pngolahan dan analisis data. Dengan metodologi ini dapat

diperkirakan hasil penelitian yang akan diperoleh.

1

2

3

4

5. Hasil

Ruang Lingkup

Hasil akhir penelitian dan pengkajian yang dikeluarkan harus
mencerminkan ruang lingkup yang telah ditetapkan brdasarkan
keinginan yang al<an dicapal
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5 Hasil Yang diharapkan
1. Substansi keluaran (Output) yang drharapkan dari penelitian

dan pengkajian dapat digambarkan secara ringkas. Output
penelitian/pengkajian diupayakan memuat rekomendasi

baru bags Wrencanaan pembangunan nasional berdasarkan

temuan-temuan penelitian/pengkajian. Dengan demikian,
dthaizpkan penelitian/pengkajian tersebut tidak lagi
mengulang-ulang temuan-temuan/rekonrendasi-

rekomendasi yang sudah ada.

2. Rencana . Pemanfaatan Keluaran. lJraian rencana
pemanfaatan output agar mudah diaplikasikan.

Rincian Anggaran

Kebufuhan angg ran dirinci menurut kebutuhan berdasarkan
tahapan kegiatan penelitian dan pengkajian termasuk cara

pelaksanaankegiatan.

Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan penelitian dan pengkajian dilakukan dalam satu

tahtn anggaran.
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LA.MPIRAN II
PETUryUK PEMUSUNAN PROPOSAT PENELMIAN DAN PENGK4IAN
DI BIDANG PDRENCANAAN PEMBANGUNAN

Kepala
enaS

Keteranean:

Koordinasi
Konsultasi

ProyekBiro Renortala
Tlm Argg.nr
K&tor lrro.g
PPll,/B!Dorrsr

UKE I
Sesmeneg PPN/

Sestama Bappenas

P k

Penyusuuan
Pembiayaan

Penerusan
Usulen

Penyampaian
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emorandum
Usulan lan

Usulan
Proposal

Kegiatan
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DIAGRAMATUR
PENGAJUAN PROPOSAT PENELITI.AN DAN PENGK4IAN

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN
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Mulal

Penyiapan
Proposal

Penyiapan
Proposal
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Kajian
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L\MPIRAN NI

PEruNJU( PETM'SUNAN PROPOSAL PENII.INAN DAN PENGKAJIAN
DI BIDANG PEXXT.ICANAAN PEMBANGUNAN

JADWAL KEGIATAN

PENGAJUAN PROPOSAL Pf,NELJTIAN AND PE}IGXAJIAN
BIDANC PERE.TCANAAN PEMBANGUNAN

3
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Penyampaian memorandum
SesrnerE PPlfrs€stanE Sappenas
kepad. UXE I dergEn terhrsao
kopada UXE ll teniaoo Usufan Kejian

I

2. Penerussn menbrarldl,rl dad UKE I
fepad. UKE n

I

Penybpdt Foposal kailan oleh
UXE II

I EI

Penyarnpaian p.oposd kajian ol€h
UXE I kepoda SesrDaneg PPN/
S€starna Bapper€s

I

5. Usulan p.oposal kajian disan paikan
oleh.Sesneneg PPtusestarne
BapperEs kepada Bi.o Re$onab

il

6_ Siro Reiortab merryiapkan
pembahasan usulan popoBat kajian

IE

7 I l<,L. m,l t?'i,,. iih.h*
.idah, Seriitrar olei Tim Pembehas
Tspadu
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6. Iim rEyampaifan hasl
FrnbdEsarrevaba*rya (seletah
gEpcal dlperbaikt) sebagei.erEana
PerEliliadkaian

E

9. R€rlcarla laibn dsanpaik6n k€pada
Proye* ut t di$,sr,ll pcitbyaan
Proyak

I I

ll'*
't.
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